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SOP Prosedur Penunjukan PP

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50
tahun 2009;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/001/SK/1991 Tentang Pola pembinaan dan
pengendalian Administrasi perkara,;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan
Pengadilan Agama,;

Keputusan KMA RI No. 1-144 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Oprasional Prosedur di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

1. Menguasai Pola Bindalmin

Menguasai aplikasi SIPP

3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan
Panitera Pengganti

n

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

SOP terkait Kepaniteraan

1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka reformasi dan

pembaharuan peradilan akan terhambat;

Register induk perkara permohonan/gugatan
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No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Panitera

Ketua Majelis

Persyaratan /
perlengkapan

Waktu

Output

Menerima berkas perkara
yang telah ditetapkan PMH
dari Ketua PA

Berkas perkara,
PMH, dokumen,
instrument

2 | Menunjuk Panitera Berkas perkara,
Pengganti untuk membantu PMH, dokumen,
Majelis Hakim dalam instrument
persidangan ‘

v

3 | Menginput data Panitera Bundel berkas
Pengganti, tanggal perkara, PMH,
penunjukkan pada aplikasi, aplikasi SIPP
mencetak dan
Menandatangani surat
Penunjukkan Panitera
Pengganti

v
4 Bundel berkas

Menyerahkan berkas kepada
Ketua Majelis untuk
ditentukan hari sidang

perkara

15
Menit

bundel berkas perkara

bundel berkas perkara

Data terinput pada
Aplikasi SIPP

Bundel berkas perkara
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